PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
NOMOR 51 TAHUN 1960 (51/1960)
TENTANG
LARANGAN PENVAKAI AN TANAH TANPA | ZI'N
YANG BERHAK ATAU KUASANYA

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang

a.

Mengi
a.
b.

bahwa ol eh Kepala Staf Angkatan Darat sel aku Penguasa Perang
Pusat untuk daerah Angkatan Darat berdasarkan Undang-undang
No. 74/1957 tentang "Keadaan Bahaya" (Lenbaran-Negara tahun
1957 No. 16) tel ah di kel uarkan Peraturan Penguasa Perang Pusat
No. Prt/Peperpu/011/1958 tentang "Larangan penakaian tanah
tanpa izin yang berhak atau kuasanya", yang kenudi an ditanbah
dan diubah dengan Peraturan Penguasa Perang Pusat No.
Prt/ Peper pu/ 041/ 1959;

bahwa ber hubung dengan ketentuan dalam pasal 61 Peraturan
Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 tentang
"Keadaan Bahaya" (Lenbaran-Negara tahun 1959 No. 139) jo.
Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang- undang No. 22 tahun 1960
(Lenbar an-Negara tahun 1960 No. 66) wakt u  berl akunya
Per at ur an- peraturan Penguasa Perang Pusat tersebut akan
ber akhi r pada tanggal 16 Desenber 1960;

bahwa dewasa ini perlindungan tanah-tanah terhadap penakai an
tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah masih perlu
di | angsungkan, | agi pula kepada penguasa-penguasa Yyang
ber sangkut an masi h perlu diberi kan dasar hukum bagi tindakan-
ti ndakannya unt uk nenyel esai kan penakai an tanah dem ki an itu;
bahwa ketentuan-ketentuan dalam O donansi "Onrecht mati ge
occupatie van gronden"” (Staatsblad 1948 No. 110) dan Undang-
undang Darurat No. 8/1951, (Lenbaran-Negara tahun 1954 No. 65)
serta Undang-undang Darurat No. 1/1956 (Lenbaran Negara tahun
1956 No. 45) karena berbagai pertinbangan tidak dapat di paka
| agi ;

bahwa berhubung dengan hal -hal tersebut diatas dan nengi ngat
sifat nmasal ahnya sebaiknya soal-termaksud sekarang diatur
dal am bent uk per at ur an perundang- undangan bi asa;

bahwa karena keadaan yang nenmaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

ngat :
pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar;
Undang- undang Pokok Agraria (Undang-undang No. 5 tahun 1960;

Mendengar :
Misyawar ah Kabi net Kerja pada tanggal 13 Desenber 1960;

VEMUTUSKAN:

Dengan nencabut

a.

b.

O donansi JChrechtnatige occupatie van gronden" ( Staatsblaad
1948 No. 110);
Undang- undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lenbaran-Negara tahun



1954 No. 65);
c. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956 (Lenbaran-Negara tahun
1956 No. 45);

Menet apkan
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang "Larangan
permakai an tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya".

Pasal 1.

Dal am Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini yang
di mmaksudkan dengan
1.tanah ial ah :
a.tanah yang | angsung di kuasai ol eh Negar a;
b.tanah yang tidak termasuk huruf a yang di punyai dengan sesuatu
hak ol eh perseorangan atau badan hukum
2.yang berhak : ialah jika nengenai tanah yang ternaksud dal am
1/a. Negara dalam hal ini Menteri Agraria atau pejabat yang
di t unj uknya;
1/b. orang atau badan hukum yang berhak atas tanah itu,
3. menmakai tanah : ial ah nmenduduki, nengerjakan dan/atau nengenai
sebi dang tanah atau nmenpunyai tanaman atau bangunan
di at asnya, dengan tidak di persoal kan apakah bangunan itu
di pergunakan sendiri atau tidak.
4. Penguasa Daerah ial ah :

a.untuk daerah-daerah yang tidak berada dal am keadaan bahaya
seperti yang di maksudkan dal am Per at uran Peneri nt ah
Pengganti Undang-undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-
Negara tahun 1959 No. 139): "Bupati atau
Wal i kot a/ Kepal a Daerah yang ber sangkut an, sedang untuk
Daerah Tingkat | Jakarta Raya : Gubernur/Kepal a Daerah
Jakarta Raya"

b. unt uk daer ah-daerah yang berada dal am keadaan bahaya
dengan ti ngkatan keadaan darurat sipil, darurat mliter
atau keadaan perang, masing-masi ng Penguasa Dar ur at
Si pi| Daerah, Penguasa Darurat M liter Daerah atau
Penguasa Perang Daerah yang bersangkut an, seperti yang
di mmksudkan dal am Per at uran Peneri ntah Pengganti
Undang- undang No. 23 tahun 1959 (Lenbaran-Negara tahun
1959 No. 139)

Pasal 2.

Di | arang nemakai tanah tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang
sah.

Pasal 3.

(1) Penguasa Daer ah dapat nenganbi |l tindakan-tindakan untuk
menyel esai kan penmakai an tanah yang bukan per kebunan dan
bukan hutan tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah,
yang ada di daerahnya masi ng- masi ng pada suatu wakt u.

(2) Penyel esai an tersebut pada ayat (1) pasal ini diadakan dengan
nmenper hat i kan rencana peruntukan dan penggunaan tanah yang



ber sangkut an.
Pasal 4.

(1) Dal am rangka nenyel esai kan pemakai an tanah sebagai yang
di mmksudkan dal am pasal 3, nmka Penguasa Daerah dapat
meneri nt ahkan kepada yang nenmakai nya untuk nmengosongkan
t anah yang ber sangkut an dengan segal a barang dan orang yang
meneri ma hak dari padanya.

(2)Ji ka setel ah berl akunya tenggang waktu yang ditentukan didal am
perintah pengosongan tersebut pada ayat (1) pasal ini
perintah 1tu belum di penuhi ol eh yang bersangkut an, maka
Penguasa Daerah at au pej abat yang di beri perintah ol ehnya
nmel aksanakan pengosongan itu atas biaya penmakai tanah itu
sendiri.

Pasal 5.

(1) Pemakai an tanah-tanah perkebunan dan hutan yang nenur ut
Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lenbaran- Negara 1954
No. 65) jo. Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1956
(Lenbar an- Negara tahun 195 6 No. 45) harus disel esai kan, dan
yang pada tanggal mnul ai berl akunya Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini bel um di sel esai kan nmenur ut
ket ent uan- ket ent uan dal am Undang- undang Dar urat tersebut,
sel anj ut nya akan di sel esai kan nmenurut ket ent uan- ket ent uan
yang ditetapkan ol eh Menteri Agraria, setelah nendengar
Menteri Pertani an.

(2) Dengan tidak nengurangi berl akunya ket entuan dal am ayat (1)
pasal ini, maka Menteri Agraria dengan nendengar Menteri
Pertani an, dapat pula nenganbil tindakan-ti ndakan unt uk
menyel esai kan penakai an tanah-tanah per kebunan dan hut an
tanpa izin yang berhak atau kuasanya yang sah, yang di nul ai
sej ak tanggal 12 Juni 1954.

(3) Di dal am rangka nenyel esai kan penmakai an t anah-tanah perkebunan
dan hutan itu Menteri Agraria dan instansi yang ditunjuknya
menpunyai wewenang pul a sebagai yang di maksud dal am pasal 4.

(4) Di dal am nenggunakan wewenangnya sebagai yang di maksud dal am
pasal ini, maka nengenai penyel esai an penakai an tanah-tanah
per kebunan Menteri Agraria harus nmenperhati kan kepenti ngan
rakyat - pemakai tanah yang bersangkut an, kepentingan penduduk
| ai nnya di daerah tenpat | etaknya perusahaan kebun dan | uas
tanah yang di perl ukan perusahaan itu untuk nenyel enggarakan
usahanya, dengan ketentuan, bahwa terl ebi h dahul u harus
di usahakan tercapai nya penyel esai an dengan j al an nusyawar ah
dengan fi hak-fihak yang bersangkut an.

Pasal 6.

(1) Dengan tidak nengurangi berl akunya ket entuan dal am pasal - pasal
3, 4 dan 5, mmka dapat dipidana dengan hukuman kurungan
sel ama-| amanya 3 (tiga) bul an dan/atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah );
a. barangsi apa nenekai tanah tanpa izin yang berhak atau



kuasanya yang sah, dengan ketentuan, bahwa ji ka nengenai
t anah-tanah perkebunan dan hutan di kecual i kan nereka
yang akan di sel esai kan nenurut pasal 5 ayat (1);

b. bar angsi apa nengganggu yang ber hak atau kuasanya yang sah
di dal am nenggunakan haknya atas suatu bi dang tanah;

c. barangsi apa nenyur uh, nengaj ak, nenbuj uk at au nenganj ur kan
dengan |isan atau tulisan untuk nel akukan perbuat an
yang di maksud dal am pasal 2 atau huruf b dari ayat (1)
pasal ini;

d. barangsi apa nmenberi bantuan dengan cara apapun juga untuk
mel akukan perbuatan tersebut pada pasal 2 atau huruf b
dari ayat (1) pasal ini.

(2) Ket ent uan- ket ent uan nmengenai penyel esai an yang di adakan ol eh
Menteri Agraria dan Pengusaha Daerah sebagai yang di maksud
dal am pasal -pasal 3 dan 5 dapat nenuat ancaman pi dana dengan
hukuman kurungan sel ama-| amanya 3 (tiga) bul an dan/at au
denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

t erhadap si apa yang nel anggar atau tidak nenenuhi nya.

(3) Ti ndak pidana tersebut dal am pasal ini adal ah pel anggar an.

Pasal 7.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nul ai
ber| aku pada tanggal 16 Desenber 1960.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya, nenerintahkan
pengundangan Per at uran Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desenber 1960.
Presi den Republik I ndonesi a,

SOEKARNO

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desenber 1960.
Pej abat Sekretaris Negara,

SANTOSO

PENJ ELASAN
ATAS
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG
NOMOR 51 TAHUN 1960
t ent ang
" LARANGAN PENMAKAI AN TANAH TANPA | ZI N YANG
BERHAK ATAU KUASANYA".

1. Dengan i ni banyak sekali tanah-tanah, bai k yang ada
di dal am maupun di |l uar kot a-kota besar, di pakai ol eh orang-orang
tanpa izin dari penguasa yang berwajib atau yang berhak.
Pemakai an tanah tersebut neliputi pula tanah-tanah perkebunan.



Penmeri nt ah pada unummya dapat nmemaham keadaan yang ti dak
sewaj arnya itu, yang di sebabkan karena sangat kurangnya
per sedi aan tanah bagi rakyat, bai k untuk perumahan maupun unt uk
ber cocok tanam

2. Dal am pada itu untuk penbangunan Negara, penggunaan
tanah harusl ah di | akukan dengan cara yang teratur. Penakai an
tanah secara tidak teratur, |ebih-1ebih yang nel anggar
nor ma- nor ma hukum dan tata-tertib, sebagaimana terjadi dibanyak
t enpat, benar-benar nenghanbat, bahkan seringkali sama sekal
ti dak nmenungki nkan | agi dil aksanakannya rencana penbangunan
di pel bagai | apangan. Penbuat an bangunan- bangunan di dal am kot a
untuk tenpat tinggal, berjualan dan |ain sebagai nya yang
berjejal-jejal dan tidak teratur |etak dan tenpatnya, dari
bahan- bahan yang nudah terbakar, tidak saja nenanbah besarnya
kemungki nan kebakaran, tetapi di pandang dari sudut kesehat an dan
tata-tertib keamanan sungguh tidak dapat di pertanggung-j awabkan.
Bel um | agi di perhi tungkan berapa kerugi an yang diderita Negara
dan masyarakat, m sal nya dari tindakan-tindakan yang berupa
perusakan tanah-tanah perkebunan, yang nerupakan sal ah satu
cabang produksi yang penting bagi perekononm an Negara dewasa ini,
pun tel ah sama-sama kita makl um pul a.

Dem ki anl ah maka bagai manapun juga penmakai an tanah-tanah
secara dem ki an itu, sunguhpun dapat di paham sebab-nusababnya
tetapi tidakl ah dapat di benarkan, dan karena itu harus dil arang.

3. Ber hubung dengan itu maka ol eh Penguasa M liter/ Kepal a
Staf Angkatan Darat tel ah di kel uarkan Perat uran Penguasa
Mliter/ Kepal a Staf Angkatan Darat No. Prt/PM 014/1957 tentang
"Larangan penmakai an tanah tanpa izin pemliknya atau kuasanya",
yang di dasarkan atas "Regeling op de staat van oorlog en bel eg"
(Staatsblad 1939 No. 582). Berhubung dengan berl akunya
Undang-undang No. 74 tahun 1957 (Lenbaran-Negara tahun 1957 No.
160) tentang "Keadaan Bahaya" Peraturan tersebut diganti dengan
Per aturan Kepal a Staf Angkatan Darat sel aku Penguasa Perang Pusat
unt uk daerah Angkatan Darat No. Prt/Peperpu/011/1958. Peraturan
i ni kenudi an ditanmbah dan di ubah dengan Per aturan Penguasa Perang
Pusat No. Prt/041/1959 hingga neliputi pula tanah-tanah
per kebunan.

Ki ni Undang-undang No. 74 tahun 1957 tersebut tel ah diganti
pul a dengan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 23
tahun 1959 tentang "Keadaan Bahaya" (Lenbaran- Negara tahun 1959
No. 139). Berhubung dengan itu maka Peraturan-peraturan Penguasa
Perang Pusat No. Prt/Peperpu/ 011/ 1958 dan Prt/ Peperpu/ 041/ 1959
i tu waktu berl akunya akan berakhir pada tanggal 16 Desenber 1960
ber dasar kan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang No. 22
t ahun 1960.

4. Dengan ti dak berl akunya | agi Peraturan-peraturan
Penguasa Perang Pusat tersebut maka berl akul ah kenbali Ordonansi
"Onrechtmati ge occupati e van gronden" (Staatsblad 1948 No. 110)
dan Undang-undang Darurat No. 8 tahun 1954 (Lenbaran- Negara tahun
1956 No. 45) tentang "Penyel esai an soal penmkai an tanah
per kebunan ol eh Rakyat". Tetapi ordonansi tersebut dal am
Staatsbl ad 1948 No. 110 itu karena keberatan-keberatan tehnis,
kini tidak dapat dilaksanakan. Dem ki an pul a atas dasar
keber at an- keberat an prakti s kedua Undang-undang Darurat tersebut



perlu diganti.

Ber hubung dengan itu ol eh karena perlindungan tanah-tanah
t er hadap penakai an yang tidak teratur dan nmel awan hukumitu
dewasa ini masih perlu dilangsungkan, |agi pul a kepada
penguasa- penguasa yang ber sangkutan masi h perlu diberikan
dasar - dasar hukum bagi tindakant-tindakannya untuk nenyel esai kan
pemakai an tanah yang dem kian itu, perlu di adakan peraturan baru
yang dapat dil aksanakan secara yang |l ebih effektif.

Mengi ngat masaal ahnya yang tidak bersifat "senentara", maka
di pandang | ebih baik jika peraturan itu tidak di kel uarkan | agi
dal am bent uk peraturan yang di dasarkan atas ketentuan
Undang- undang Keadaan Baaya, nel ai nkan dal am bent uk perundang-
undangan bi asa.

A eh karena keadaan nendesak meka peraturan yang di maksud
itu ditetapkan sebagai Peraturan Penerintah Pengganti
Undang- undang.

5. Pemeri nt ah nmengi nsyafi, bahwa penmecahan masal ah
pemakai an tanah secara tidak sah itu nmemerl ukan tindakan-ti ndakan
dal am | apangan yang | uas yang nenpunyai ber macam macam aspek
yang tidak saja terbatas pada bidang agrari a dan pi dana,
mel ai nkan j uga nengenai | apangan-| apangan sosial, perindustrian,
Pemeri nt ah memandang perl u nenganbil tindakan untuk nencegah
mel uasnya per buatan yang di maksudkan di at as dan nengel uarkan
per aturan sebagai dasar hukummya dal am bent uk Per at ur an
Pemeri nt ah Pengganti Undang i ni

6. Pert ama-t ama Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-
undang (disingkat : Perpu) ini nenyatakan bahwa pemakai an tanah
tanpa izin dari yang berhak atau kuasanya yang sah dal ah
per buat an yang dil arang dan di ancam pul a dengan hukuman pi dana
(pasal 2 yo. pasal 6 ayat (1) huruf a).

Mengi ngat akan sifat perbuatannya maka yang dapat di pi dana
itu tidak saja terbatas pada penakai an- pemakai an tanah yang
di mul ai sesudah berlakunya Perpu ini, tetapi juga penakai an yang
terjadi (dinulai) sebelumya dan kini masih tetap berl angsung.

Dal am pada itu tidaklah selalu harus dilakukan tuntutan
pi dana nmenurut pasal 6 tersebbut. Menteri Agraria dan Penguasa
Daer ah menurut pasal 3 dan pasal 5 dapat nengadakan penyel esai an
secara | ain, dengan nengi ngat kepentingan fi hak-fihak yang
ber sangkut an, pul a dengan nengi ngat rencana peruntukan dan
penggunaan tanah yang di pakai itu. Pemakaian tanah tanpa izin
yang ber hak tidak diperbol ehkan. Tetapi juga tidak di benarkan
J 1 ka yang berhak itu nenberi kan tanahnya dal am keadaan terl antar
Bahkan menurut pasal -pasal 27, 34 dan 40 Undang-undang Pokok
Agraria hak m ik, hak-guna bangunan dan hak guna-usaha hapus
j 1 ka tanahnya di perl ant ar kan.

Agar supaya untuk nenperol eh penyel esai an dapat
di sel enggar akan secara yang effektif, nmaka jika di pandang perlu
Menteri Agraria dan Penguasa Daerah dapat nenerintahkan kepada
yang memakai nya unt uk nengosongkan tanah yang bersangkutan [ pasal
4 dan pasal 5 ayat (3)]. Dengan dem ki an maka unt uk nengadakan
pengosongan ti dakl ah di perl ukan perant araan pengadi | an. Sudah
barang tentu jika nemang perlu, selain perintah pengosongan dapat
pul a dil akukan tuntutan pi dana.

Dengan dem ki an maka ti ndakan-ti ndakan untuk nengatasi dan



menyel esai kan soal penakai an tanah-tanah secara tidak sah itu
dapat di sesuai kan dengan keadaan tanah dan keperl uannya, dengan
mengi ngat faktor-faktor tenpat, waktu, keadaan tanah dan
kepentingan fi hak-fihak yang bersangkut an.

7. Mengi ngat bahwa dewasa ini Negara kita masi h dal am
keadaan bahaya dal am berbagai tingkatan (keadaan perang, keadaan
darurat mliter dan keadaan darurat sipil), nmaka sel ama keadaan
bahaya itu masih berl angsung di pandang perl u unt uk
mengi kut sert akan Penguasa- penguasa Keadaan Bahaya Daer ah dal am
pel aksanaannya (pasal 3 dan pasal 4).

A eh karena penakai an t anah-tanah yang di maksudkan itu tidak
sama di senua tenpat nmaka titik-berat kebijaksanaan dal am
pel aksanaannya di serahkan kepada Penguasa- penguasa Daerah, hi ngga
dapat| ah di perhati kan segi -segi dan coraknya yang khusus, sesuai
dengan keadaan set enpat.

Dal am pada itu mengi ngat akan faktor-faktor yang nenbedakan
t anah-tanah perkebunan (dan hutan) dengan tanah-tanah |ainnya
maka khusus nengenai tanah-tanah perkebunan (dan hutan) itu
di pandang perl u untuk nenusat kannya pada Menteri Agraria (dan
Menteri Pertanian), hingga terjamn garis kebijaksanaan yang
seragam terutama karena soal perkebunan itu kebanyakan ti dakl ah
dapat hanya dilihat sebagai persoal an daerah-sedaerah senat a-mata
(pasal 5).

Sebagai dasar kebijaksanaan dal am nenggunakan wewenang yang
di mksud dal am pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) nmaka ditetapkan
dal am ayat (4), bahwa terlebih dahul u harusl ah di usahakan
t er capai nya penyel esai an dengan j al an nusyawar ah dengan
fihak-fi hak yang bersangkutan. Jika jal an nusyawarah tidak
menbawa hasil maka Menteri Agrarial ah (setel ah nendengar Menter
Pert ani an) yang akan nenet apkan penyel esai annya dengan
menper hat i kan kepenti ngan rakyat pemakai tanah yang bersangkut an,
kepenti ngan penduduk | ai nnya di daerah tenpat |etaknya perusahaan
kebun dan | uas tanah yang di perl ukan perusahaan itu untuk
menyel enggar akan usahanya.

Di dal am pasal 5 di adakan per bedaan antara penakai an t anah
per kebunan dan hutan yang di nul ai sejak tanggal 12 Juni 1954 dan
sebel utmmya [ayat (2) dan ayat (1)]. Pemakai an tanah sebel um
tanggal tersebut, yaitu tanggal nulai berlakunya Undang-undang
Darurat No. 8 tahun 1954, harus disel esai kan, karena nemang
di t ent ukan dem ki an dal am Undang- undang Darurat tersebut. Biarpun
pemakai an- pemakai an tanah sejak tanggal itu perlu disel esai kan
pul a, tetapi karena mul ai tanggal tersebut sudah ada perat uran
yang tegas nel arang penakai an tanah yang di maksudkan itu, naka
di dal am usaha penyel esai annya sudah sewaj arnya i ka dianbil sikap
yang | ain terhadap para penmakai yang bersangkutan dari pada
t erhadap para penmakai sebelumtanggal 12 Juni 1954 itu. Terhadap
para penmakai yang terakhir inipun tidak dapat dil akukan tuntutan
pi dana (pasal 6 ayat (1) huruf a).

8. Dengan adanya penj el asan tersebut diatas kiranya tidak
perlu lagi diberikan penjelasan pasal dem pasal.

CATATAN
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